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Abstrak
Berdasarkan atas kebutuhan masyarakat
atas tanah dan rumah yang semakin hari
makin meningkat Adanya Pendaftaran
tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor
pertanahan dapat menyelenggarakan
tugas-tugas pertanahan dimanapun target
kegiatannya berada. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan
PTSL (pendaftaran tanah sistematis
lengkap ) dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan PTSL( pendaftaran tanah
sistematis lengkap) di Waru kabupaten
Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan
kebijakan program pendaftaran tanah
sistematis lengkap (PTSL) di Waru
Kabupaten Sidoarjo di Desa Medaeng
untuk saat ini baru pada tahap
pendaftaran. Sehingga belum bisa
dikatakan bahwa implementasi
kegiatan Pelaksanaan kebijakan PTSL
(pendaftaran tanah sistematis lengkap ) ini
berhasil atau tidak karena masih di tahap
pendaftaran dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
PTSL (pendaftaran tanah sistematis
lengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo

yaitu faktor pendukung yang terdiri atas
struktur birokrasi. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah komunikasi
(Communications) dan sikap (dispositions
atau attitudes).
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PTSL

Implementation of PTSL Policy
(Complete Systematic Land Registration)

In Medaeng Village, Waru District,
Sidoarjo Regency

Abstract
Based on community needs for land and
houses that are increasing day by day The
existence of a complete systematic land
registration (PTSL) at the land office can
carry out land duties wherever the target
activity is located. The purpose of this study
was to determine the implementation of the
PTSL (complete systematic land
registration) policy and to know the factors
that influence the implementation of the
PTSL (complete systematic land
registration) policy in Waru Sidoarjo
district. This research uses descriptive
qualitative research. The results showed
that the implementation of a
comprehensive systematic land registration
program (PTSL) in Waru Sidoarjo Regency
in Medaeng Village was only at the
registration stage. So it cannot be said that
the implementation of PTSL (Complete
systematic land registration)
implementation activities is successful or
not because it is still in the registration
stage and the factors that influence the
implementation of PTSL (complete
systematic land registration) policies in
Waru Sidoarjo Regency are supporting
factors consisting of bureaucratic structure.
While the inhibiting factors are
communication (communication) and
attitudes (dispositions or attitudes).
Keywords: Implementation, Policy, PTSL

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&&&&&2685-8096
http://u.lipi.go.id/1565920262


JSPG: Journal of Social Politics and Governance E-ISSN 2685-8096 || P-ISSN 2686-0279
Vol.2 No.1 Juni 2020

64

A . PENDAHULUANPengetahuan akan teknologidan pembekalan keterampilan menjadikebutuhan bagi aparatur birokrasi.Kebutuhan masyarakat danmeningkatnya tuntutan masyarakatharus diimbangi dengan meningkatnyaketerampilan dan kompetensi aparaturbirokrasinya. Juga dituntut kinerjayang efisien dan efektif. Oleh karena itu,maka diharapkan pelayanan kepadamasyarakat menjadi prioritas utama,dan para aparat birokrasi sebagaiharus lebih mampu melayani,mengayomi, dan menumbuhkanpartisipasi masyarakat, sehinggabirokrasi yang baik dan sesuai denganharapan serta aspirasi masyarakatdapat tercipta berbagai inovasimengenai pelayanan yang sudahbanyak dilakukan oleh sebagian besarinstansi publik.Pelayanan publik adalahkegiatan pelayanan yang dilaksanakanoleh penyelenggara pelayanan publiksebagai upaya pemenuhan kebutuhanpenerima pelayanan maupunpelaksana berdasarkan ketentuanPerundang-undangan. (Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
No.63/Kep/M.Pan/7/2003 Tahun 2003
tentang Pedoman Tata Laksana
Pelayanan Umum) Dengan demikian,pelaksanaan pelayanan yang dilakukanoleh pemerintah harus dapatmemenuhi kebutuhan masyarakat danjuga mampu melaksanakan peraturanperundang-undangan. Tingkatkeberhasilan penyelenggara pelayananitu sendiri ditentukan oleh seberapabesar tingkat kepuasan dari pihakpenerima pelayanan yang dicapaiapabila penerima pelayanan

memperoleh pelayanan yang sesuaidengan apa yang dibutuhkan dandiharapkan.Pelayanan yang menjadisorotan masyarakat sekarang iniadalah pelayanan yang menyangkutproses pengurusan sertifikat tanah.Didasarkan atas kebutuhanmasyarakat atas tanah dan rumah yangsemakin hari makin meningkat, makabisa dipastikan jika kebutuhan dalampembuatan sertifikat tanah akanmeningkat pula. Anjuran atauhimbauan Pemerintah kepadamasyarakat yang memiliki tanah ataubangunan untuk membuat sertifikattanah yang sah, tetapi timbul rasaenggan dan malas dari masyarakatuntuk mengurus sertifikat tanahnya,masyarakat masih berasumsi jikamengurus sertifikat tanah, disampingrepot, terbayang proses yang rumit.Terkadang kalau masyarakat tidakteliti dalam proses pengurusansertifikat tanahnya maka akan selaludibayangi dengan ulah oknum atausosok penghubung mafia sertifikatdengan menjanjikan proses yang cepatdengan tambahan biayapengurusannya dan ada juga anggapandari masyarakat tentang sulitnyapengurusan sertifikat tanah dengantambahan biaya yang mahal, tidak adakepastian waktu dan proses pelayananyang berbelit-belit, yang bisaberdampak pada banyaknya tanahyang masih belum memiliki buktikepemilikian berupa sertifikat tanah.Pelaksanaan pendaftarantanah di tiap-tiap daerah merupakantanggung jawab besar pemerintah.Dalam hal ini masyarakat mempunyaihak untuk mendapatkan informasiakan pentingnya surat tanda bukti
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kepemilikan tanah (sertifikat) sertaproses pendaftaran tanah, baik secaraperorangan maupun sistematik. Hal inidiatur dalam Pasal 3, (Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah), yangmenjelaskan salah satunya kegunaansertifikat tanah, yaitu untukmemberikan kepastian hukum danperlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidangtanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar denganmudah dapat membuktikan dirinyasebagai pemegang hak yangbersangkutan.Pelaksanaan Pendaftarantanah sistematis lengkap di kantorpertanahan, diharapkan dapatmelaksanakan tugas-tugas pertanahandimanapun target kegiatannya berada.Setidaknya akan memberikan ruanginteraksi antara Badan PertanahanNasional Khususnya aparatur BPNKabupaten Sidoarjo denganmasyarakat dari tingkat kecamatan,kelurahan/desa dan tingkat komunitasmasyarakat lainnya yang berada diseluruh wilayah kerjanya terutamapada lokasi yang jauh dari kantorBadan Pertahanan Nasional KabupatenSidoarjo. Namun pelaksanaan yangdilakukan kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Sidoarjo masihmemiliki kendala yang terjadi sepertikendala dalam komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasidalam menerapkan atau melaksanakanprogram pendaftaran tanah sistematislengkap.

B. TEORI ( Literature Review)
1. Kebijakan PublikMenurut Thomas R. Dye,kebijakan publik adalah apapun pilihanpemerintah untuk melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu(Anggara, 2014). Apabila pemerintahmemilih untuk melakukan sesuatu,tentu ada tujuannya karena kebijakanpublik merupakan “tindakan”pemerintah. Apabila pemerintahmemilih untuk tidak melakukansesuatu, juga merupakan kebijakanpublik yang ada tujuannya. Lebih lanjut,menurut Said Zainal Abidin, kebijakanpublik tidak bersifat spesifik dansempit, tetapi luas dan berada padastrata strategis (Anggara, 2014). Olehkarena itu, kebijakan publik berfungsisebagai pedoman umum dankeputusan khusus di bawahnya.Tujuannya adalah untuk mengaturkehidupan bersama dalam rangkamencapai visi dan misi. Selain itu,kebijakan publik juga sebagaimanajemen pencapaian tujuan yangdapat diukur. Menurut Riant Nugroho,kebijakan publik bukan berarti mudahdibuat, mudah dilaksanakan, danmudah dikendalikan karena kebijakanpublik menyangkut politik (Anggara,2014).
2. Model-model Implementasi
kebijakanVan Meter dan Van Hornmemperjelas ada 6 variabel yangmempengaruhi kinerja implementasi(Subarsono, 2011), yaitu 1) Standarddan sasaran Kebijakan. Standar dansasaran kebijakan harus jelas danterukur,sehingga tidak menimbulkaninterpretensi yang berbeda danmenimbulkan adanya konflik diantara
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para agen implementasi.; 2) SumberDaya. Sumber daya disini diperlukanuntuk mendukung Kebijakan.; 3)Komunikasi antara organisasi danpenguatan aktivitas. Untuk mencapaihasil yang diinginkan, implementasiprogram perlu adanya dukungan dankoordinasi dengan instansi lain.; 4)Karakteristik agen pelaksana. Sejauhmana kelompok-kelompokmemberikan dukungan bagiimplementasi kebijakan. Karakteristikpara partisipan, mendukung ataumenolak, bagaimana sifat opini publikdilingkungannya dan apakah elitepolitik mendukung implementasikebijakan tersebut.; 5) Kondisi sosial,ekonomi dan politik. Sumber dayaekonomi lingkungan yang dapatmendukung keberhasilanimplementasi kebijakan.; 6) DisposisiImplementor meliputi responimplementor terhadap kebijakan yaknimempengaruhi kemauan dalammelaksanakan kebijakan, dan kognisiyakni pemahamannya terhadapkebijakan, serta intensitas disposisiimplementor yakni preferensi nilaiyang dimiliki oleh implementor. Lebihlanjut, implementasi kebijakan disinilebih mengacu pada tindakan untukmencapai tujuan-tujuan yangditetapkan (Mulyadi, 2016). Artinya,implementasi pada hakikatnya jugamerupakan upaya pemahaman apayang seharusnya terjadi setelahprogram dilaksanakan. Praktiknyaimplementasi kebijakan merupakansuatu proses yang begitu kompleksbahkan tidak jarang bermuatan politiskarena wujudnya intervensiberbagai kepentingan (Agustino, 2016).

C. METODEJenis penelitian yang dipakaiadalah jenis penelitian kualitatif.Metodologi kualitatif adalah prosedurpenelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulisatau lisan dari orang-orang danperilaku yang diambil (Moleong, 2017).Diharapkan penelitian ini mampumemberikan gambaran mengenaiimplementasi kebijakan PTSL(Pendaftaran Tanah SistematisLengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjoyang didukung oleh data-data tertulismaupun data-data hasil wawancara.Fokus dalam penelitian ini adalahImplementasi kebijakan PTSL(Pendaftaran Tanah SistematisLengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjodan Faktor-faktor yang mempengaruhipelaksanaan kebijakan PTSL(Pendaftaran Tanah SistematisLengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo.Penelitian ini menggunakanmodel implementasi Van Meter danVan Horn yang mengemukakan 6variabel yang mempengaruhi kinerjaimplementasi yaitu standard dansasaran kebijakan, sumber daya,komunikasi antara organisasi danpenguatan aktivitas, karakteristik agenpelaksana, kondisi sosial, ekonomi dnpolitik dan disposisi implementor(Subarsono, 2011). Dalam hal ini,peneliti ingin melihat sejauhmanaperan keenam faktor tersebut dalamimplementasi kebijakan PTSL di WaruKabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasidalam penelitian ini ditentukan dengancara sengaja (pusposive) yaitu DesaMedaeng Kecamatan Waru KabupatenSidoarjo di sebabkan karena adanya
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informasi dari Badan PertanahKabupaten Sidoarjo, bahwa masihbanyak tanah atau lahan yang belummemiliki sertifikat tanah.Adapun yang menjadi subjekpenelitian ini adalah aparaturpelaksana atau Tim PTSL danmasyarakat yang sementara mengikutiPTSL dan yang telah memanfaatkanPTSL. Prosedur pengumpulan datayang dilakukan dalam penelitian iniberasal dari responden penelitian jugadata lainnya yang berkaitan denganmasalah penelitian, dimana data dapatberupa data primer dan data sekunder.Untuk memperoleh data-data tersebut,digunakan suatu metode pengumpulandata adalah a) Library Study. Suatustudi perpustakaan yang membacaliterature atau materi lainnya yangmenunjang pemecahan masalah yangsesuai dengan judul penelitian.; b)Flield Research. Suatu cara penelitiandata dengan mengadakan langsungpenelitian pada objek penelitiandimaksud guna memperoleh data yangdilakukan penelitian. Dalam field
research ini peneliti melakukan metodepenelitian yaitu a) wawancara,wawancara disini yaitu mengumpulkandata secara sistematis denganberlandaskan kepada tujuan penelitidimaksud; b)observasi, observasidilakukan secara langsung denganpengenalan terlebi dahulu ke lokasipenelitian yang selanjutnya dilanjutkandengan penggalian informasi berupadata-data yang dibutuhkan, c)dokumentasipengumpulan data yang dilakukanndengan mengumpulkan literature dandokumen–dokumen penting yang

dimiliki instansi tersebut. Proseduranalisis data yang dipakai adalahmetode kualitatif yang menggunakanjenis penelitian deskriptif kualitatif.Hal ini akan sangat mendukung untukdilakukan analisis yang sederhananamun memiliki tingkat kecermatanyang relative memadai untukmenguraikan sebagai data yangditemukan. Metode analisis datakualitatif dapat digunakan melaluiredukasi data, penyajian data, menarikkesimpulan (Miles, 2014).
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran

Tanah Sistematis lengkap) di
Desa Medaeng Kecamatan Waru
kabupaten SidoarjoPelaksanaan PTSL di KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjoberdasarkan Peraturan Menteri Nomor12 Tahun 2017. Tahun 2020 KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo,mendapatkan kuota sebanyak60ribu sertifikat dari pengadaanprogram PTSL dengan target 60 ribubidang tanah terdaftar dan harussudah selesai pada akhir jangka waktukerja tahun 2020. Pelaksanaan PTSLdi Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo ini Berdasarkan KeputusanKepala Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo penetapan lokasi pelaksanaanpendaftaran tanah sistematis lengkapini dilaksanakan pada 13 Kecamatandan 48 desa/ kelurahan yang terdapatdalam wilayah Kabupaten Sidoarjoyang meliputi KecamatanWaru.Berdasar wawancara yangdilakukan dengan implementor (timPTSL BPN) dimana Desa Medaengsebagai salah satu desa yang terpilih
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mendapat kuato dengan 10.000sertifikat tanah yang siap dibagikan.Pemilihan desa ini karena masihbanyak bidang tanah/lahan yangbelummemiliki sertifikat.Biaya proses ditingkat desayang dilaksanakan oleh panitia/timseperti biaya materai, biaya tandabatas/pal (pipa paralon, pagar, tembokpendek), biaya warkah serta biayatransportasi aparat desa dibebankankepada peserta/pemohon PTSL.Besarnya biaya tersebut, sesuai dengankebutuhan operasional pelaksanaanproses pensertifikatan tanah. Biayapelaksanaan PTSL ini diatur dalam SKBersama 3 Menteri dimana, biayamaksimal paling tinggi untuk wilayahKabupaten Sidoarjo, Rp 150.000, dantidak boleh melebihi dari besarnyabiaya yang ditetapkan, untuk batasminimal tidak ada batasan karenasudah sesuai dengan kebutuhanmasyarakat. Untuk setiap jenis tanah,baik tanah hibah, tanah waris, tanahkonversi dan lain-lain semuanyaadalah sama.Langkah-langkah dari instansiterkait dalam pelaksanaan PendaftaranTanah Sistematis Lengkap (PTSL) ataualur Koordinasi antara KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo, yakni1) Tingkat pertanahan KabupatenSidoarjo. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo menentukanpenetapan lokasi pelaksanaan PTSL,kemudian pihak Kantor membuat suratpemberitahuan yang diajukan kepadapihak Pemerintah Daerah bahwa akandilaksanakan PTSL di 2 desa yang adadi dalam wilayah Kecamatan Waru,yaitu Desa Medaeng dan Desa Pepelegi.;2) Tingkat pemerintah daerah.Instruksi kepada Kepala Kantor

Kecamatan yang telah ditentukanbahwa Kecamatan tersebut ditunjukoleh Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo akan diadakan pelaksanaanPTSL diberikan oleh Bupati selakuKepala Pemerintahan Daerah setelahmenerima surat pemberitahuan.; 3)Tingkat kecamatan. Camat selakuKepala Wilayah Kecamatan, setelahmenerima instruksi dari BupatiKabupaten Sidoarjo tentangpenunjukan Kecamatan sebagai lokasipelaksanaan PTSL, segeramemberitahukan kepada setiap KepalaDesa yang ditunjuk oleh KantorPertanahan Kabupaten Waru sebagailokasi pelaksanaan.; 4) Tingkat desa.Setelah menerima suratpemberitahuan dari Kantor Kecamatan,maka Kepala Desa menunggukoordinasi lebih lanjut dari KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo.Kegiatan Pelaksanaan PendaftaranTanah Sistematis Lengkap yangdilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo.Langkah-langkah atau aturandalam proses pendaftaran tanahsistemtis lengkap dari BadanPertahanan Nasional KabupatenSidorjo, yang diacuh dari petunjukteknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018,yaitu meliputi 1) Objek PTSL. ObjekPTSL meliputi seluruh bidang tanahtanpa terkecuali, baik bidang tanahyang belum ada hak atas tanahnyamaupun bidang tanah hak yangmemiliki hak dalam rangkamemperbaiki kualitas datapendaftaran tanah. Objek tersebutmeliputi bidang tanah yang sudah adatanda batasnya maupun yang akanditetapkan tanda batasnya dalampelaksanaan kegiatan PTSL. Apabilalokasi yang ditetapkan sebagai objek
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PTSL terdapat Tanah Objek
Landreform yang tidak lagi memenuhipersyaratan, maka dengan sendirinyatanah tersebut dikeluarkan dari objek
landreform dan pelaksanaanpendaftaran tanahnya dilakukanmelalui mekanisme PTSL.; 2) Tahapankegiatan dan output. KegiatanPengukuran dan Pemetaan dantahapan output adalah penyuluhanberita acara penyuluhan dari KantorPertanahan, serta pengukuran bidangyakni tanah gambar ukur, peta bidangtanah, surat ukur, data tanah, informasibidang tanah/toponimi danpenggunaan tanah.; 3) Kegiatanpenerbitan sertifikat. Luaran darikegiatan ini penyuluhan berupa beritaacara penyuluhan dari KantorPertanahan, pengumpulan data (alatbukti hak/alas hak) berupa dokumenatas hak, daftar nominatif atas hak,pemeriksaan berupa tanah risalahpanitia ajudikasi, penerbitan SKHak/pengesahan data fisik dan yuridisberupa pengesahan data pengumuman,SK Hak atas tanah.; 4) Penerbitan.Sertipikat berupa buku tanah dansertifikat.; 5) Pelaporan. Pelaporankegiatan PTSL mulai dari penyuluhansampai dengan penerbitan sertipikatdan penyerahan Sertipikat (total targettiap satker).Proses-proses yang dilakukanoleh para implementor dalammelaksanakan kebijkan program PTSLdi Kecamatan Waru. Kebijakan yangdikeluarkan oleh pemerintah tentu sajaada tahap-tahap dalampelaksanaannya. Tahap pelaksanaankebijakan program PTSL yaitu dimulaidari persiapan, sosialisasi sampaiproses pelaksanaan program PTSL diKabupaten Sidoarjo, namun di Desa

Medaeng sampai saat ini, baru beradaditahap pendaftaran, yang diuraikansebagai berikut 1) Persiapan. Dimulaidari persiapan,sosialisasi, dan prosespendaftaran. Dalam melaksanakantugas tersebut, Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjodibantu oleh 2 tim yang dibagi tugassama dalam melaksanakan PTSL.Setiap tim di Ketuai oleh PanitiaAjudikasi yang dibantu oleh wakilnyadan beberapa anggota yaitu petugasyuridis dan petugas fisik. Kecamatanyang terdaftar dalam program PTSLtadi memiliki beberapa desa, dimanadesa tersebut digabung dan dibagimenjadi 2 (dua) dengan jumlah yangsama besar. Ketua tim menjadipenanggung jawab terhadap seluruhanggotanya, dan tugas dari KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjohanya sebagai Monitoring/memantauapakah pelaksanaan tugas oleh keduatim tersebut berjalan lancar atau tidak,selanjutnya memberikan evaluasimengenai kemajuan pelaksanaankegiatan secara berkala danmenyelesaikan hambatan-hambatanyang muncul.; 2) Sosialisasi. Sebelummelakukan pengumpulan data yudirisdan data fisik di adakan terlebihdahulu sosialisasi kepada masyarakatDesa Medaeng mengenai PTSL untukmemberikan penjelasan/materi,tujuandan manfaat,serta persyaratanpemohon, hak atau syarat administrasi,objek, subjek, dari pelaksaan PTSLuntuk kewajiban dan hak ataskepemilikan tanah sesuai peraturanyang berlaku. Pada tahap sosialisasi,diperkenalkan kepada masyarakatmengenai PTSL serta bagaimana cara-cara yang seharusnya dilakukan ketikamelakukan pelayanan kepada
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masyarakat dalam proses pengurusansertifikat hak milik atas tanah tersebut.;3) Pendaftaran. Masyarakat yang maumendaftar untuk memperolehsertifikasi tanah miliknya, perlumemeuhi beberapa persyaratan yaknifotokopi KTP pemohon, fotokopi KartuKeluarga pemohon, membawa buktiperolehan tanah, fotokopi buktipembayaran PBB tahun terakhir,fotokopi NPWP, pernyataan tanahtidak sengketa dibuktikan denganmembawa surat tanah yang asli yangdibuat dengan mengetahui KepalaDesa setempat. Pendaftaran di lakukanoleh pihak Desa, dimana pihak desamengumpulkan berkas darimasyarakat kemudian dilanjutkan keBadan Pertanahan Nasional, kemudiandiproses oleh Badan PertanahanNasional.
2. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan PTSL (Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap) di
Desa Medaeng Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.Struktur birokrasi merupakanfaktor yang mendukung pelaksanaankebijakan PTSL di Kabupaten Sidoarjoyaitu dilakukan pemerintahberdasarkan Peraturan MenteriAgrarian No.1 Tahun 2017 karena darisegi standard operational procedure(SOP) yang secara jelas KantorPertanahan Kabupaten atau Kotaseluruh Indonesia dan dari segifragmentasi, dimana pelaksanaan daripada kebijakan PTSL di KabupatenSidoarjo kurang memerlukankoordinasi yang begitu luas. Meskipundemikian, terdapat faktor penghambatdari kebijakan PTSL yakni 1) Tingkatpendidikan masyarakat. Jumlah

penduduk Kabupaten Sidoarjo,sebagian besar pendidikan terakhiradalah Sekolah Tinggi Menengah Atas(SMA) dan jenjang pendidikan SekolahMenengah Pertama (SMP). Tingkatpendidikan masyarakat ini dapatmenyebabkan tidak semua komponenmasyarakat memahami dan memilikidaya tanggap yang cepat terkaitpelaksanaan PTSL. Masih banyakanggapan dari masyarakat mengenaipensertifikatan secara massal melaluiPTSL ini akan memakan biaya yangmahal, disamping pengurusannya jugasusah.; 2) Kelengkapan syaratadministrasi. Ketika melakukanpengumpulan syarat administasi, dandilakukan pengecekan oleh petugasBersama panitia, ternyata masih adapersyaratan yang belum lengkap yangdibawa oleh pemohon. Bagi pemohonyang sudah memenuhi syarat makapetugas yuridis akan membawa datatersebut ke Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo. Sedang bagipemohon yang belum melengkapibeberapa persyaratan maka petugasyuridis yang dibantu oleh panitia desaakan melakukan pendataan, mengenaisyarat apa saja yang belum dilengkapi,selanjutnya di informasikan kepadapemohon untuk secepatnya dilengkapi.Pelaksanaan kebijakan PTSL(Pendaftaran Tanah SistematisLengkap) di Desa Medaeng KecamataWaru, Kabupaten Sidoarjo belum bisadi katakan berhasil atau gagal. Hal itudi sebabkan karena prosedur atautahapan pelaksanaan program PTSLbaru sampai pada tahap pendaftaran.Dalam penelitian ini penelitimenggunakan teori Van Meter dan VanHorn yang terdiri dari 6 indikator,tetapi dari hasil temuan peneliti hanya
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terdapat 4 indikator yang memenuhipenerapan Implementasi KebijakanPTSL (Pendaftaran Tanah SistematisLengkap), yaitu 1) standar dan sasarankebijakan harus jelas dan terstrukur,sehingga tidak menimbulkaninterpretasi yang berbeda dan dapatmenyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.Pelaksanaan ini dilakukan pemerintahberdasarkan Peraturan MenteriAgrarian No.1 Tahun 2017.Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) bertujuan untuk menjangkauyang tidak terjangkau. sehinggamasyarakat tidak perlu mendatangikantor Pertanahan lagi melainkanpetugas pertanahan yang mendatangimasyarakat. Harus diakui dalampelaksanaan kegiatan ini mendapatkanbanyak kendala konsep bagaimanameminimalisir permasalahan, dengantetap memberikan pelayanan publik.; 2)Sumber daya yang dimaksud adalahkemampuan yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilanImplementasi KebijakanProgramPendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL). Guna mewujudkanrencana program dalam implementasikebijakan ini, penting sekalimemahami persoalan-persoalan intiyang terdapat dalam program tersebut.3) Melalui komunikasi berbagai haldapat disampaikan dengan jelas olehsatu pihak ke pihak yang lain dalambentuk informasi, perintah, bahkanperangsang- perangsang yang dapatmempengaruhi pikiran dan tingkahlaku orang lain. Sebaliknya bilainformasi pesan dan perintah yangdisampaikan tidak jelas dan tidakdimengerti oleh pihak lain, niscayakomunikasi tidak akan bermanfaat,

bahkan dapat menjadi hambatandalam aktivitas yang dijalankan.; 4)sikap implementor adalah faktor yangmempengaruhi efektivitas kebijakan.Apabila implementor setuju denganbagian-bagian isi dari kebijakan makamasyarakat akan melaksanakandengan baik, tetapi jika mayarakatmemiliki pandangan yang berbedadengan pembuat kebijakan, makaproses implementasi akan mengalamimasalah.
E. SIMPULAN DAN SARAN
1. SimpulanAdapun kesimpulan dari hasilpenelitian adalah Pelaksanaan PTSL(Pendaftaran Tanah SistematisLengkap) di Desa Medaeng KecamatanWaru Kabupaten Sidoarjo adalahkegiatan pemerintah dibidangpendaftaran tanah berupapensertifikatan secara massal dalamrangka membantu seluruh golongan,terutama golongan ekonomi menengahdan ekonomi rendah. PTSL(Pendaftaran Tanah SistematisLengkap) dilaksanakan secara rutinsetiap tahunnya, dan Pemerintahmenanggung sebagian besar sumberdananya, sedangkan tahapan padapelaksanaan PTSL di KabupatenSidoarjo masih berada pada tahappendaftaran dan telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlakudalam Peraturan Menteri AgrariaNomor 12 Tahun 2017. Adapun aktor-faktor yang menjadi kendala dalampelaksanaan PTSL di Desa MedaengKecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,antara lain tingkat pendidikanmasyarakat yang masih rendah dan
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kelengkapan pengumpulan syaratadministrasi oleh para pemohon
2. SaranBagi Desa (tim pembantu), perlumelakukan koordinasi denganmasyarakat dengan cara melakukanpendekatan yang lebih intensif yangmungkin masih kurang paham denganPTSL ini, terutama mengenaipengumpulan syarat administrasi. Danbagi warga desa yang akan mengikutiprogram PTSL tahun berikutnya,apabila ada kegiatan penyuluhan lagiyang dilakukan oleh KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo,hendaknya datang tepat waktu dantidak diwakilkan, dengan tujuan agarsemua informasi yang disampaikanbisa dipahami.
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